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Introduksi:

• Isu proliferasi senjata nuklir merupaka salah satu

isu yang menonjol dalam globalisasi politik

dunia.

• Pentingnya isu nuklir terlihat dari dibuatnya Non

Proliferation Treaty.

• NPT adalah perjanjian internasional yang

bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata

nuklir dan teknologi senjata, untuk

mempromosikan kerjasama dalam penggunaan

damai energi nuklir dan untuk memajukan tujuan

mencapai perlucutan senjata nuklir dan

perlucutan senjata umum dan lengkap.
2



NON-PROLIFERATION 

TREATY
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Latar Belakang:

 Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) adalah

suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1

Juli 1968 yang bertujuan membatasi

kepemilikan senjata nuklir.

 Terdapat 189 negara berdaulat yang menjadi

negara pihak NPT dan dibagi menjadi 2

kategori yaitu negara-negara nuklir (Nuclear

Weapon States/NWS) dan negara-negara

non-nuklir (Non-Nuclear Weapon

States/NNWS).
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Keanggotaan

• Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama

kali ditandatangani oleh Finlandia.

• Pertama kali terbuka untuk penandatanganan

pada 1 Juli 1968 di New York.

• Mulai berlaku sejak 5 Maret 1970 setelah

diratifikasi oleh Inggris, Uni Soviet, Amerika

Serikat, dan 40 negara lainnya.

• Pada tanggal 11 Mei 1995, di New York, lebih

dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan

perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa

syarat. 5



Republik Tiongkok di Taiwan termasuk negara

yang pertama menandatangani NPT, namun

dikeluarkan dari PBB pada tahun 1971.

Walaupun Taiwan tidak lagi tergabung dalam

PBB, Pemerintah Taiwan menyatakan tetap

akan ikut dalam perjanjian tersebut.

Sejak masih berbentuk Uni Soviet.

Sejak masih berbentuk Yugoslavia. Statusnya

dalam perjanjian ini sekarang kurang jelas,

menyusul berpisahnya Serbia dan Montenegro.

Sejak masih berbentuk Republik Arab Yaman

dan Republik Demokrasi Rakyat Yaman.
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Nuclear Weapon States (NWS):

• Terdapat 5 negara yang diperbolehkan 

oleh NPT untuk memiliki senjata nuklir:

– Perancis (masuk tahun 1992)

– Republik Rakyat Tiongkok (1992)

– Uni Soviet  (1968, kewajiban dan haknya 

diteruskan oleh Rusia)

– Britania Raya (1968)

– Amerika Serikat (1968)
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NON NUCLEAR WEAPON STATES 

(NNWS):
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Keluar Dari Perjanjian

• Pasal X membolehkan sebuah negara

untuk mundur dari perjanjian jika terjadi

“hal-hal penting, yang berhubungan

dengan subjek perjanjian ini, telah

mengacaukan kepentingan utama

negara tersebut”, memberikan

pemberitahuan 3 bulan sebelumnya.

Dan negara tersebut harus memberikan

alasannya keluar dari perjanjian ini.
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• Negara-negara anggota NATO

mengatakan jika salah satu negara

anggotanya berperang, maka perjanjian ini

tidak lagi berlaku. Artinya negara tersebut

dapat keluar tanpa pemberitahuan.

Argumen ini dibutuhkan untuk mendukung

kesepakatan “senjata nuklir bersama”

NATO, namun sebenarnya

bertolakbelakang dengan Perjanjian Non-

Proliferasi ini.
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 NPT pada dasarnya merupakan

komitmen dari kelima negara NWS

untuk mewujudkan general and

complete disarmament, dan

 komitmen negara-negara NNWS untuk

tidak mengembangkan atau

memperoleh senjata nuklir.

 Selain itu, NPT juga menegaskan untuk

melindungi hak seluruh negara pihak

untuk mengembangkan nuklir untuk

tujuan damai. 12



• Sejak mulai berlaku pada tahun 1970, NPT

yang memiliki 189 negara pihak ini

dianggap telah berhasil menjadi

cornerstone dari keamanan global.

• Dalam perkembangannya, sejak NPT

diperpanjang secara tidak terbatas

(indefinite extension) pada tahun 1995,

terdapat konsesi yang diberikan oleh

negara-negara NWS kepada negara-

negara NNWS yang dikenal sebagai

mekanisme strengthened review process

(SRP).
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• Mekanisme ini tertuang dalam Decision 1

dari Sidang NPT Review and Extension

Conference (NPTREC) tahun 1995 dan

kemudian diperkuat dengan kesepakatan

berjudul “Improving the Effectiveness of

the Strengthened Review Process for the

NPT” yang merupakan hasil Sidang

Revcon NPT tahun 2000.
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• Sesuai ketentuan di dalam Traktat,

seluruh negara pihak melakukan

pertemuan Review Conference setiap 5

tahun dengan tujuan untuk mengkaji

implementasi berbagai ketentuan yang

terdapat di dalam NPT sekaligus

menyepakati hal-hal yang perlu

dilakukan di masa mendatang untuk

memperkuat NPT.
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Perlucutan:

• Pasal VI dan Pembukaan perjanjian 

menerangkan bahwa negara-negara NWS 

berusaha mencapai rencana untuk mengurangi 

dan membekukan simpanan mereka. Pasal VI 

juga menyatakan “…Perjanjian dalam perlucutan 

umum dan lengkap di bawah kendali 

internasional yang tegas dan efektif.”

• Dalam Pasal I, negara-negara pemilik senjata 

nuklir (NWS) menyatakan untuk tidak “membujuk 

negara non-Nuklir manapun 

untuk…mendapatkan senjata nuklir.” mereka 

keluar.
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• Doktrin serangan pre-emptive dan 

bentuk ancaman lainnya bisa dianggap 

sebagai bujukan / godaan oleh negara-

negara non-NWS. Pasal X menyatakan 

bahwa negara manapun dapat mundur 

dari perjanjian jika mereka merasakan 

adanya “hal-hal aneh”, contohnya 

ancaman, yang memaksa
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Hak untuk menggunakan teknologi nuklir 

untuk kepentingan damai

• Karena sangat sedikit dari negara-negara

NWS dan negara-negara pengguna energi

nuklir yang mau benar-benar membuang

kepemilikan bahan bakar nuklir, pokok

ketiga dari perjanjian ini memberikan

negara-negara lainnya kemungkinan untuk

melakukan hal yang sama, namun dalam

kondisi-kondisi tertentu yang membuatnya

tidak mungkin mengembangkan senjata

nuklir.
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• Bagi beberapa negara, pokok ketiga perjanjian ini, yang

memperbolehkan penambangan uranium dengan alasan

bahan bakar, merupakan sebuah keuntungan.

• Namun perjanjian ini juga memberikan hak pada setiap

negara untuk menggunakan tenaga nuklir untuk

kepentingan damai, dan karena populernya pembangkit

tenaga nuklir yang menggunakan bahan bakar uranium,

maka perjanjian ini juga menyatakan bahwa

pengembangan uranium maupun perdagangannya di

pasar internasional diperbolehkan.

• Pengembangan uranium secara damai dapat dianggap

sebagai awal pengembangan hulu ledak nuklir, dan ini

dapat dilakukan dengan cara keluar dari NPT. Tidak ada

negara yang diketahui telah berhasil mengembangkan

senjata nuklir secara rahasia, jika dalam pengawasan

NPT.
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• Negara-negara yang telah menandatangani

perjanjian ini sebagai negara non-senjata nuklir

dan mempertahankan status tersebut memiliki

catatan baik untuk tidak mengembangkan

senjata nuklir.

• Di beberapa wilayah, fakta bahwa negara-negara

tetangga bebas dari senjata nuklir mengurangi

tekanan bagi negara tersebut untuk

mengembangkan senjata nuklir sendiri, biarpun

negara tetangga tersebut diketahui memiliki

program tenaga nuklir damai yang bisa memicu

kecurigaan. Dalam hal ini, perjanjian Non-

Proliferasi bekerja sebagaimana mestinya.
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COUNTRIES WITH 

NUCLEAR WEAPONS
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